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ABSTRAK

Indonesia memiliki Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja, tetapi data Penyakit
Akibat Kerja yang terdapat di Kemnakertrans RI tidak dapat menjelaskan keadaan yang
sebenarnya terjadi di Indonesia. Tidak adanya data Penyakit Akibat Kerja akan
menghambat perencanaan dan pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). Analisa Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja menggunakan Logic Model
Framework dilakukan di Jakarta Utara karena perusahaan sedang dan besar terbanyak
terdapat di Jakarta Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Sistem
Pelaporan Penyakit Akibat Kerja di Jakarta Utara serta faktor-faktor yang
memengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam,
Focus Group Discussion, observasi partisipasi dan studi dokumentasi

Hasil penelitian didapatkan Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja di Jakarta Utara
sudah ada, namun belum berjalan sinergi antara sektor kesehatan dan sektor
ketenagakerjaan. Faktor yang memengaruhi Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja di
Jakarta Utara yakni input yang berkaitan dengan tata kerja serta proses yang berkaitan
dengan perencanaan dan pengorganisasian.

Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Daerah Jakarta Utara yang harus didukung
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk
mengembangkan model yang komprehensif dan terintegrasi Sistem Pelaporan Penyakit
Akibat Kerja.

Kata Kunci : Logic Model Framework, Penyakit Akibat Kerja, Sistem Pelaporan

ABSTRACT

Indonesia already has the Occupational Diseases Reporting System, but the
Occupational Diseases data in the Ministry of Manpower and Transmigration can not
explain the condition of Occupational Diseases in Indonesia. The absence of data on
Occupational Diseases will certainly hamper the planning and implementation of
Occupational Health and Safety programs. Analysis of Occupational Diseases Reporting
System using the Logic Model Framework conducted in North Jakarta because most of
medium and large companies located in North Jakarta . The purpose of this study are
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determine how the Occupational Diseases Reporting System in North Jakarta and the
factors that influence the Occupational Diseases Reporting System.

This study is a qualitative study using case study approach. Data was collected
through in-depth interviews, focus group discussions, partisipatif observation and
documentation study.

Results of this study showed that the Occupational Diseases Reporting System in
North Jakarta already exist, but no cooperation beetwen health sector and manpower
sector. The factor that most influence the Occupational Diseases Reporting System in the
North Jakarta work procedur, planning and organizing.

1t is recommended to North Jakarta local government which must be supported by the
central government and Jakarta provincial governments to develop a comprehensive and
integrated model Occupational Diseases Reporting System.

Key words : Logic Model Framework, Occupational Disease, Reporting system.

PENDAHULUAN

Proses industrialisasi di Indonesia saat ini berlangsung sangat pesat dengan
tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis perusahaan dan tempat kerja yang
memanfaatkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain,
masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terjadi di tempat kerja sebagai
risiko bahaya kerja akibat penggunaan berbagai bahan, mesin dan peralatan kerja
dalam proses produksi juga meningkat; termasuk diantaranya Penyakit Akibat
Kerja.'

Press release International Labour Organization (ILO) pada tanggal 26 April
2013; dalam rangka hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja sedunia, menyatakan
bahwa jumlah kasus penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan diperkirakan
160 juta setiap tahun dengan sekitar 2,02 juta kematian setiap tahunnya. Studi
populasi yang dilakukan ILO pada tahun 2005 memperkirakan bahwa 8%

kematian karena kanker, 7,5% penyakit kardiovaskuler dan serebrovaskuler, 10%
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penyakit saluran pernafasan kronik dan 100 % Pneumokoniosis berhubungan
dengan pekerjaan.’

Data Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja di Indonesia didapatkan dari PT.
Jamsostek berdasarkan kasus yang diberikan kompensasi. Pada tahun 2011
tercatat 96.314 kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja dengan korban
meninggal 2.144 orang dan mengalami cacat sebanyak 42 orang’ Kasus
Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja tahun 2012 tersebut meningkat
menjadi  103.000 kasus.* Meskipun demikian data tersebut diatas tidak
menjelaskan jumlah keseluruhan kasus Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
yang terjadi di Indonesia. Pencatatan jumlah kasus hanya diperoleh dari peserta
Jamsostek saja yang berjumlah 10 juta tenaga kerja pada tahun 2012: sementara
berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI hingga Agustus 2012 penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak
110.808.154 orang.

Indonesia telah memiliki Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja, tetapi data
Penyakit Akibat Kerja yang terdapat di Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI tidak dapat menjelaskan keadaan Penyakit Akibat Kerja yang
sebenarnya terjadi di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI tidak mempunyai data
juga mengenai juga Penyakit Akibat Kerja. Berdasarkan Laporan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja oleh Dokter Pemeriksa Kesehatan
Tenaga Kerja Tahun 2011 dan 2012 tidak ada laporan mengenai Penyakit Akibat
Kerja. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Berkala tenaga kerja tahun 2011
hanya 0,3% ditemukan dugaan Penyakit Akibat Kerja, sedangkan Laporan Hasil
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Pemeriksaan Kesehatan Berkala tenaga kerja tahun 2012 tidak ditemukan dugaan
Penyakit Akibat Kerja.>

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentasi ketiga tertinggi
yang melaporkan pemeriksaan kesehatan berkala tenaga kerja di tahun 2011, tapi
tidak ada laporan mengenai dugaan Penyakit Akibat Kerja maupun Penyakit
Akibat Kerja. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta menyebutkan pada
tahun 2009 jumlah perusahaan sedang dan besar terbanyak ada di Kota
Administrasi Jakarta Utara yakni 686 perusahaan. Analisis terhadap Sistem
Pelaporan Penyakit Akibat Kerja akan dilakukan di Kota Administrasi Jakarta
Utara dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan Logic Model
Framework agar dapat dianalisis secara lengkap dan komprehensif setiap
komponen yang terlibat sehingga bisa diketahui faktor-faktor yang memengaruhi

pelaporan Penyakit Akibat Kerja di Kota Administrasi Jakarta Utara.

METODE

Rancangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan
pendekatan studi kasus karena peneliti akan menyelidiki secara cermat program,
aktivitas dan proses yang berkaitan dengan Sistem Pelaporan Penyakit Akibat
Kerja.” Dalam penelitian ini tidak ada hipotesis yang ditentukan sejak awal, tidak
ada perlakuan dan tidak ada pembatasan produk akhir. Peneliti sebagai instrumen
penelitian berinteraksi langsung dengan para informan yakni subjek penelitian,
melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan Focus Group Discussion
untuk memperoleh pemahaman emik tentang Sistem Pelaporan Penyakit Akibat
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Kerja di Kota Administrasi Jakarta Utara.® Peneliti sebagai instrumen kunci
mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi dan melakukan
wawancara mendalam dengan para informan. Peneliti dalam penelitian ini bersifat
participatory observatif. Analisis data akan lebih didominasi analisis terhadap
content. Langkah-langkah analisa dan interpretasi data meliputi transkripsi,

reduksi, koding, kategorisasi, penyajian data dan interpretasi data. ®

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya Manusia yang tidak melakukan pelaporan Penyakit Akibat Kerja
meskipun SDM tersebut tahu bahwa Penyakit Akibat Kerja wajib dilaporkan
merupakan bentuk prilaku yang tidak patuh terhadap regulasi yang berlaku yang
disebabkan kurangnya tanggung jawab, perhatian, komitmen dan motivasi. Salah
satu hal yang melatarbelakangi motivasi yakni berkaitan dengan insentif.
Pendekatan klasik teori motivasi McGregor yang dikenal dengan teori X yang
berasumsi bahwa sebagian besar pekerja termotivasi terutama oleh pertimbangan
ekonomi dan akan melakukan apapun untuk insentif ekonomi yang besar. Asumsi
yang kedua yakni organisasi sebagai pengendali insentif ekonomi harus dapat
mengarahkan, memanipulasi bahkan memaksa tenaga kerja yang pasif untuk
memberikan motivasi dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan asumsi
tersebut secara eksplisit bahwa tenaga kerja pada dasarnya malas serta tidak
menyukai pekerjaan dan selalu berusaha untuk menghindari pekerjaan oleh sebab
itu harus dimotivasi dengan dorongan eksternal. Secara alami tenaga kerja anti
terhadap tujuan organisasi, sehingga harus selalu dilakukan pengawasan untuk
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memastikan sejauh mana tenaga kerja tersebut berkontribusi untuk mencapai
tujuan organisasi. Dengan demikian SDM akan memiliki motivasi jika ada
dorongan eksternal serta harus dilakukan pengawasan yang ketat terhadap
kewajiban yang harus dilakukan.

Jam kerja yang terbatas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi SDM
dalam Sistem Pelaporan Penyakit Akibat kerja. Dokter menjadi kurang perhatian
terhadap adanya PAK, terutama bila dokter perusahaan yang bekerja hanya paruh
waktu sehingga dalam bekerja ada keterbatasan waktu dan harus mengerjakan
pekerjaan di tempat lain. '°

Keterbatasan pengetahuan pegawai pengawas mengenai Penyakit Akibat
Kerja, yang dipengaruhi latar belakang pendidikan yang bukan dari bidang
kesehatan sehingga pegawai pengawas tidak merasa percaya diri melakukan
pengawasan di bidang norma kesehatan kerja. Hal tersebut juga ditambah dengan
perhatian, motivasi dan komitmen pegawai pengawas masih kurang dalam
memeriksa norma kesehatan kerja khususnya mengenai Penyakit Akibat Kerja.
Motivasi sangat diperlukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam
melakukan pengawasan sebab motivasi merupakan faktor yang dapat
memengaruhi kinerja seseorang.'"” '?

Ada beberapa regulasi yang terkait dengan Sistem Pelaporan Penyakit Akibat
Kerja. Regulasi yang ada tersebut cukup memadai sebagai instrumen kebijakan
dalam Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja. Sanksi hukum bagi pihak yang
tidak melakukan pelaporan Penyakit Akibat Kerja juga sudah cukup jelas.
Berdasarkan Undang-undang No.l Tahun 1970 ini maka sanksi terhadap
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pelanggaran kewajiban melapor Penyakit Akibat Kerja dianggap terlalu ringan
karena sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini. Mekanisme pelaporan
Penyakit Akibat Kerja dari sektor ketenagakerjaan dan dari sektor kesehatan
berjalan sendiri-sendiri. Belum ada regulasi yang secara komprehensif dan
terintegrasi mengatur pelaporan Penyakit Akibat Kerja yang melibatkan sektor
ketenagakerjaan dan sektor kesehatan, sehingga kedua sektor ini seharusnya
berkoordinasi dalam Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.

Berdasarkan regulasi terdapat 2 (dua) mekanisme pelaporan Penyakit Akibat
Kerja yakni pelaporan di sektor ketenagakerjaan dan sektor kesehatan namun
tidak ada koordinasi antara kedua sektor tersebut, baik ditingkat pemerintah
daerah maupun pemerintah pusat dalam menangani pelaporan Penyakit Akibat
Kerja. Koordinasi diperlukan sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan
kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan atau bidang-bidang fungsional suatu
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Beberapa pendekatan dapat dilakukan untuk mencapai koordinasi yang efektif.
Komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi yang dilakukan
secara langsung akan bergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan
informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koordinasi pada dasarnya
merupakan tugas pemrosesan informasi. >

Dalam melakukan kegiatan atau program Sosialisasi Regulasi seharusnya
dilakukan perencanaan agar kegiatan atau program tersebut efektif. Perencanaan
program atau kegiatan sosialisasi regulasi yang tidak dilakukan dengan baik
sehingga outcomes dan impact yang harapkan dari sosialisasi regulasi yakni
Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat

Konsentrasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan
drnilapratiwi@gmail.com



pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
mengetahui bahwa Penyakit akibat Kerja wajib untuk dilaporkan dan melakukan
pelaporan jika menemukan Penyakit Akibat Kerja tidak terlaksana.

Sosialisasi regulasi, pembinaan teknis K3 serta pembinaan personil K3 yang
dilakukan masih mengutamakan oufcome berupa peningkatan kemampuan dan
pengetahuan di bidang kesehatan kerja terutama Penyakit Akibat Kerja. Namun
bagaimana membangun karakter pelaksana untuk memiliki motivasi, komitmen
dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban melapor Penyakit Akibat Kerja
belum menjadi perhatian dalam semua kegiatan yang dilakukan.

Pendanaan yang dialokasikan untuk Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
telah mencukupi, meskipun tidak ada anggaran khusus untuk pelaporan, analisa
dan pengelolaan laporan. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban perusahaan dalam
menerapkan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta merupakan
tupoksi Sudinakertrans Jakarta Utara dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta.
Pendanaan dilakukan untuk sosialisasi regulasi, pembinaan K3 serta membangun
Sistem Jaringan Informasi Pengawasan ketenagakerjaan.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam Sistem Pelaporan Penyakit Akibat
Kerja di Kota Administrasi Jakarta Utara sudah memadai. Bentuk form pelaporan
sudah tersedia sesuai lampiran yang ada di Kepdirjen Binwasnaker No.22 Tahun
2006. Sistem Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan yang dibangun
oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan memberikan laptop,

software, jaringan internet serta sosialisasi, pelatihan dan asistensi kepada
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Sudinakertrans Jakarta Utara dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta tidak
berjalan sesuai yang diharapkan sebab belum terorganisir dengan baik.

Perencanaan yang dilakukan oleh Sudinakertrans Jakarta Utara masih
bergantung pada pimpinan. Berdasarkan pendekatan perencanaan yang dilakukan
Top Down Planning yaitu perencanaan yang dibuat oleh manajemen puncak
sedangkan level manajemen dibawahnya tinggal melaksanakan rencana tersebut.''
Kelebihan Top Down Planning yakni lebih cepat dalam pengambilan keputusan,
serta lebih hemat biaya, tenaga dan waktu. Kekurangan Top Down Planning yakni
kurang didasarkan aspirasi, bawahan kurang partisipatif, keputusan yang diambil
seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan serta rawan terjadi konflik internal.

Perencanaan yang harus dilakukan oleh perusahaan yakni perencanaan
pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja merupakan salah satu
sarana untuk dapat mendeteksi Penyakit Akibat Kerja. Pemeriksaan kesehatan ini
haruslah berorientasi pada pemeriksaan kesehatan kerja, dimana jenis
pemeriksaannya selain untuk pemeriksaan yang rutin, juga didasarkan pada
adanya faktor bahaya di tempat kerja yang dihadapi oleh tenaga kerja. Bila
orientasi pemeriksaan kesehatan belum didasarkan pada faktor bahaya yang ada,
maka akan menyulitkan dalam mendeteksi adanya Penyakit Akibat Kerja.'*

Selama ini pengorganisasian Pelayanan Kesehatan Kerja dalam Sistem
Pelaporan Penyakit Akibat Kerja sesuai instumen kebijakan Permenakertrans RI
No.Per-01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja,
Kepmenaker RI No.Kep.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan
Penyakit Akibat Kerja hanya melibatkan pelayanan kesehatan kerja yang
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diselenggarakan oleh perusahaan atau pelayanan kesehatan diluar perusahaan
yang memiliki kerjasama dengan perusahaan sesuai dengan Kepdirjen
Binwasnaker Nomor KEP.22/DJPPK/V/2008 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.

Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1758/ MENKES/SK/XI1/2003 tentang Standar
Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar menyebutkan bahwa institusi Pelayanan
Kesehatan Kerja dasar yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan kerja
dasar meliputi Pos Usaha Kesehatan Kerja, Poliklinik Perusahaan dan Puskesmas
termasuk Puskesmas pembantu. Klinik perusahaan berada dalam Sistem
Kesehatan Nasional berada dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pada
strata pertama atau UKM tingkat dasar. Kedudukan klinik perusahaan dalam suatu
wilayah sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional berada dibawah koordinasi
Puskesmas. Dalam kaitan dengan fungsi-fungsi tersebut , puskesmas harus
mengkoordinir dan membina upaya masyarakat/swasta dalam bidang upaya
kesehatan dasar sesuai Permenkes No0.920/Menkes/Per/XI1/1986 tentang
Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik. Klinik perusahaan bertanggung
jawab secara administrasi kepada Puskesmas karena Puskesmas adalah
penanggung jawab masalah kesehatan pada suatu wilayah kerja.

Berdasarkan data International Labour Organisastion (ILO) dari 3 milyar
tenaga kerja di seluruh dunia, lebih dari 80% tidak memiliki akses ke Pelayanan
Kesehatan Kerja."> Cara yang paling efektif untuk menghadapi masalah-masalah
kesehatan kerja dari tenaga kerja yang tidak terlayani tersebut yakni melalui
pendekatan perawatan kesehatan primer seperti dokter praktek, puskesmas dan
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klinik."* Dengan demikian dalam Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
seharusnya melibatkan seluruh pelayanan kesehatan yang ada diwilayah tersebut.

Fungsi Pelayanan Kesehatan Kerja berdasarkan hasil penelitian lebih banyak
bersifat kuratif dan rehabilitatif. Untuk mencapai tujuan kesehatan kerja dalam
penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja tidak hanya berupa kegiatan
pengobatan (kuratif) saja, tetapi harus bersifat komprehensif yang mencakup
upaya-upaya kesehatan yang terdiri dari upaya pencegahan (preventif),
peningkatan (promotif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) dengan
mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di tempat kerja yang berpengaruh
terhadap kesehatan tenaga kerja sesuai dengan tugas pokok pelayanan kesehatan
kerja berdasarkan Permenakertrans No. Per-03/Men/1982 tentang Pelayanan
Kesehatan Kerja. Jika fungsi Pelayanan Kesehatan Kerja dilaksanakan secara
komprehensif maka Penyakit Akibat Kerja akan bisa dicegah dan dideteksi.

Perusahaan Jasa K3 bidang Pemeriksaaan Kesehatan Tenaga Kerja merupakan
salah satu lembaga yang berperan dalam menilai dan mendiagnosa Penyakit
Akibat Kerja. Berdasarkan Permenakertrans No. Per.04/Men/1995 tentang
Perusahaan Jasa K3 menyatakan bahwa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan
wajib menyerahkan laporan teknis ke intansi ketenagakerjaan setempat. Tapi
dalam pelaksanaannya Perusahaan Jasa K3 bidang Pemeriksaan Kesehatan
Tenaga Kerja tidak pernah melaporkan hasil kegiatannya kepada Sudinakertrans
Jakarta Utara maupun Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta. Sikap Sudinaker
Jakarta Utara dalam Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja bersifat pasif, yakni
hanya menunggu laporan yang disampaikan oleh perusahaan. Peran PJK3 bidang
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pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang diharapkan lebih dari sekedar
melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Perusahaan Jasa Ke bidang
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja juga memberikan informasi kepada
perusahaan sehingga terjadi pemahaman bahwa menemukan Penyakit Akibat
Kerja dan melaporkannya merupakan suatu nilai tambah. Jika perusahaan
menemukan Penyakit Akibat Kerja berarti menemukan masalah atau resiko yang
bisa membahayakan pekerja.

Pelaksanaan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja di Kota Administrasi Jakarta
Utara belum berjalan, terjadi hambatan pada tiap tahap pelaporannya. Kepatuhan
SDM merupakan salah satu hal yang menyebabkan tidak dilaporkannya Penyakit
Akibat Kerja. Prilaku tidak patuh ini dipengaruhi oleh motivasi, pengetahuan dan
sikap SDM.

Pengawasan ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah
dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara dalam hubungan kerja.
Pengawasan terhadap dipatuhinya regulasi mengenai kewajiban melapor Penyakit
Akibat Kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja
yakni agar dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus
Penyakit Akibat Kerja serta pekerja yang menderita Penyakit Akibat Kerja
mendapatkan hak-haknya berupa pemeliharaan kesehatan dan kompensasi atas
Penyakit Akibat Kerja yang dideritanya.

Fungsi utama dari pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk memastikan
bahwa pengusaha patuh pada hukum dengan mengelola dan mencegah risiko
secara efektif, akan tetapi sanksi tetap menjadi bagian penting dalam penegakan
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hukum. Ada berbagai macam skema sanksi yang tersedia termasuk peringatan
verbal atau tertulis, sanksi administratif yang secara administratif mengenakan
denda uang dan melakukan penuntutan hukum sebagai cara yang terakhir.'®
Mekanisme pemberian sanksi ini belum berjalan seperti yang diharapkan,
meskipun dalam regulasi sudah diatur mengenai sanksi bagi pihak yang
melanggar kewajiban melapor Penyakit Akibat Kerja.

Output yang diharapkan dari Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja di Kota
Administrasi Jakarta Utara yakni data Penyakit Akibat Kerja yang handal. Data
yang handal adalah data yang benar, tepat waktu dan dapat dipercaya.Data
Penyakit Akibat Kerja dimiliki oleh Sudinkes Jakarta Utara dari laporan yang
disampaikan Puskesmas yang ada di wilayah Jakarta Utara. Kebijakan mengenai
Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja secara khusus belum terlihat dalam
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta tahun

2013-2017.

SIMPULAN DAN SARAN

Sistem Pelaporan Penyakit Akibat Kerja di Kota Administrasi Jakarta Utara
sudah ada, namun belum berjalan sinergi antara sektor kesehatan dan sektor
ketenagakerjaan. Faktor-faktor yang memengaruhi Sistem Pelaporan Penyakit
Akibat Kerja di Kota Administrasi Jakarta Utara adalah input yang terkait dengan

tata kerja dan proses yang terkait dengan perencanaan dan pengorganisasian.
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Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Jakarta Utara perlu

mengembangkan model yang komprehensi dan terintegrasi Sistem Pelaporan

Penyakit Akibat Kerja.
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